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Motto 
 َبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَع ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطا
 اًميَِحر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضاَر َت 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-
harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 
perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 
diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada 
kalian.” 
(QS. An-Nisa’: 29) 
 
 
Manusia di perintah oleh Allah SWT agar senantiasa melakukan 
pekerjaan yang halal khususnya dalam urusan harta dan di larang saling 
memperoleh harta dengan cara yang salah. Salah satu cara memperoleh harta 
adalah dengan berdagang. Dalam berdagang maka  harus di landasi atas dasar 
kerelaan diantara kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak yang keberatan 
maka perdagangan itu tidak sah. Maka berumamalah dengan cara yang baik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
x 
 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ـَ Fathah A A 
ـِ Kasrah I I 
ـُ Dammah U U 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
xii 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbanaa 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
xiv 
 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. نلاءو  An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD 
 yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
xv 
 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ام كمحمؿوسرلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 Angga Ar-Rauf Septiana, NIM: 142.111.019, “Hak Kepemilikan Sekam, 
Dedak, Dan Bekatul Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Bulurejo 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Menurut Hukum Islam ”. 
 
 Bisnis penggilingan padi atau selepan adalah salah satu sarana bisnis 
produksi, karena mampu memproduksi atau mengolah gabah menjadi beras. 
Banyak pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan padi 
menjadi miliknya karena dianggap merupakan sampah yang tidak bernilai. Maka 
jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa hasil penggilingan padi 
berupa sekam, dedak dan bekatul menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. 
Padahal sisa hasil penggilingan tentunya berasal dari gabah milik petani. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktek dan akad yang 
dilakukan  penggilingan padi di desa Bulurejo Juwiring Klaten dan untuk 
mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan sekam, dedak, dan 
bekatul di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research), 
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang 
dan interaksi lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya, individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad pada 
penggilingan padi di desa Bulurejo menerapkan sistem ijarah (sewa jasa) dengan 
upah berupa nilai uang. Perpindahan kepemilikan sisa hasil penggilingan hanya 
bisa dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama, adanya kerelaan hati dari 
petani, atau kedua, pihak penggilingan menghargai nilai dari sisa hasil 
penggilingan dengan menetapkan harga yang berbeda atas upah penggilingan. 
Penggilingan ibu Anik yang menetapkan opsi harga penggilingan padi dengan 
memilih bekatul dibawa pulang dengan harga upah yang lebih mahal atau 
ditinggal dengan harga yang lebih murah menjadi pertimbangan dan transparansi 
pihak penggilingan yang lebih aman dan sesuai hukum islam. 
 
 
Kata Kunci : Penggilingan, Gabah, Sekam, Dedak, Bekatul, dan Ijarah. 
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ABSTRACT 
 
 Angga Ar-Rauf Septiana, NIM: 142.111.019, “Ownership Rights of 
Husk, Bran, and Bran Remnants of Rice Milling Products in Bulurejo 
Village, Juwiring District, Klaten Regency According to Islamic Law Islam” 
 
 The rice milling business or the forefront is one of the means of 
production business, because it is capable of producing or processing grain into 
rice. Many rice mills have made the remainder of the rice mills their property 
because they are considered to be worthless waste. So if the farmer grinds his rice 
automatically the remainder of the rice mill in the form of husks, bran and bran 
becomes the property of the rice milling service provider. Whereas the remaining 
mills must have come from the grain owned by the farmers. This research was 
conducted to find out how the practices and contracts were carried out by rice 
milling in the village of Bulurejo Juwiring Klaten and to find out the contents of 
Islamic law on the status of the owners of chaff, bran, and rice bran in Bulurejo 
Village, Juwiring District, Klaten Regency. 
 
This research includes field research qualitative research, which aims to 
study intensively the background of the current situation and the interaction of the 
environment of a social unit as is, individual, group, institution or community 
The results of this study indicate that the implementation of the contract on 
the rice mill in Bulurejo village applies the ijarah system (leasing services) with a 
wage in the form of value for money. The transfer of ownership of the remaining 
mills can only be done with a few notes. First, the willingness of the farmers, or 
second, the milling parties appreciate the value of the remaining mills by setting 
different prices for the milling wages. Ibu Anik's mill, which sets the price option 
for rice mills by choosing bran to be brought home at a more expensive wage 
price or left at a cheaper price, is a safer consideration of the milling parties and 
according to Islamic law. 
 
 
 
Keywords: Huller, Grain, Husk, Bran, Bran, and Ijarah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia senantiasa bersinggungan dan selalu terjadi interaksi. 
Inilah yang dimaksudkan dalam hubungan antara manusia atau muamalah. Karena 
manusia saling memerlukan satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dalam 
pergaulan ini, setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing yang akan 
melahirkan hak hak dan kewajiban bagi tiap orang yang bersosial. 
Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang 
melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan 
hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup 
manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini 
sedemikian penting hingga hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah 
muamalah.
1
 
Biasanya dalam berinteraksi manusia tidak lepas dari kepentingannya 
masing-masing. Objek dari muamalah menyangkut urusan-urusan keperdataan 
dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut: 
1. Hak dan pendukungnya. 
2. Benda dan milik atasnya. 
3. Perikatan hukum (akad). 
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 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press 
Yogyakarta, 2004) Cet.2, hlm. 12-13. 
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Berbicara terkait benda, masing masing manusia berhak memiliki benda 
dengan cara menunaikan sesuatu hal untuk dapat memiliki barang tersebut. Milik 
adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaanya dapat dilakukan sendiri 
tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati 
manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.2 
Sehingga milik merupakan penguasaan seseorang terhadap seuatu harta 
sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.
3
 
Meskipun segala macam benda mempunyai sifat dapat dimiliki, ditinjau dari 
boleh ada tidaknya benda itu dimiliki, terdapat tiga macam benda, yaitu: 
1. Benda yang sama sekali tidak boleh diserahkan menjadi milik perorangan, 
yaitu segala macam benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, 
seperti jalan umum, perpustakaan umum, museum dan sebagainya. 
2. Benda yang pada dasarnya tidak dapat menjadi milik perorangan, tetapi 
dimungkinkan untuk dimiliki apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan 
syara’. Misalnya, harta wakaf dan harta milik baitul mal. Tanah wakaf 
mungkin menjadi milik perorangan atas keputusan pengadilan tentang 
pembatalan wakaf atau atas pertimbangan kemaslahatan harta wakaf 
ditukarkan benda lain, dengan jalan dijual dulu kepada perorangan, 
kemudian hasil penjualannya dibelikan barang lainnya yang menjadi harta 
wakaf pula. 
                                                          
2
 Ibid, hlm. 45. 
3
 Ghufron A. Mas‟adi. Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002)  hlm. 53. 
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3. Benda yang sewaktu waktu dapat menjadi milik perorangan, yaitu semua 
benda yang tidak disediakan untuk umum, bukan harta wakaf dan bukan 
milik baitul mal. 
Benda dalam kaitannya bermuamalah biasanya sering dijadikan manusia 
sebagai komoditas untuk menunjang kehidupan sehari hari ataupun untuk 
konsumsi. Inilah alasan mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan 
orang lain, juga sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa memenuhi semua 
kebutuhannya sendiri.  
Terbatasnya kepemilikan manusia berbanding terbalik dengan banyaknya 
keinginan manusia membuat kita harus saling berinteraksi untuk memenuhi 
kebutuhan yang kompleks. Tidak mungkin bila hanya mengandalkan kemampuan 
pribadi dapat memenuhi kebutuhan yang lain.  
Maka dalam hal ini perlu adanya timbal balik yang baik dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Seorang petani hanya bisa 
memenuhi kebutuhan pangannya dengan beras tanpa bisa memenuhi kebutuhan 
sandangnya berupa baju dan pakaian, maka dia perlu menjual sebagian hasil 
produksi berasnya untuk dapat membeli pakaian ataupun lauk yang lain, begitu 
pula dengan kebutuhannya yang lain. Tak jauh berbeda dengan semua orang pun 
dengan profesi yang berbeda dan saling membutuhkan agar tercipta kehidupan 
yang optimal.  
Dalam hal makanan pun demikian, makanan pokok beras yang kita makan 
mempunyai alur dan mekanisme muamalah dan saling membutuhkan. Padi yang 
4 
 
 
ditanam petani disawah tidak serta merta petani juga yang memisahkan kulit 
dedak dan bekatul hingga menjadi beras yang siap masak. Perlu adanya proses 
penggilingan padi agar menjadi beras dengan pemecahan kulit, penyaringan 
hingga proses pemolesan. 
Proses tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh petani yang tidak 
mempunyai alat penggilingan padi, maka petani perlu membawa gabahnya ke 
selepan untuk di jadikan beras. Meskipun pada zaman dahulu penggilingan padi 
masih dengan proses manual. Namun sekarang berkembang dengan adanya alat 
penggilingan padi yang praktis tanpa perlu memukul-mukul gabah agar terpisah 
dari kulitnya. Kini alat penggiling padi memudahkan petani dalam menggilingkan 
padinya hanya dengan memasukkannya ke alat penggiling maka beras akan 
terpisah dengan sekam, dedak dan bekatulnya. 
Petani sebagai pemilik gabah menggunakan jasa penggilingan padi dan 
inilah bentuk timbal balik. Bisnis penggilingan padi atau selepan sendiri adalah 
merupakan salah satu sarana bisnis produksi, karena mampu memproduksi atau 
mengolah gabah menjadi beras, sehingga siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat 
setelah dimasak lebih dahulu.  
Kegiatan penggilingan padi pada dasarnya banyak terletak di daerah-
daerah sentra penghasil padi, yaitu di pedesaan yang sebagian besar 
masyarakatnya masih mengandalkan bertani sebagai pekerjaan utamanya. Bisa 
dikatakan pula keberadaan penggilingan padi merupakan salah satu sarana 
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penunjang kehidupan ekonomi bagi masyarakat desa.
4
 Contoh diatas menjadi 
menarik apabila dikaitkan dengan hak milik dari hasil penggilingan beras petani. 
Pasalnya, sekarang banyak pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa 
hasil penggilingan padi menjadi miliknya karena dianggap merupakan sampah 
yang tidak bernilai. Maka jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa 
hasil penggilingan padi berupa sekam, dedak dan bekatul menjadi milik penyedia 
jasa penggilingan padi. Padahal tempat penggilingan padi mengadakan alat 
penggilingan padi tersebut untuk memudahkan petani yang ingin merubah 
gabahnya menjadi beras dengan digiling. Ini berarti akad yang digunakan adalah 
akad sewa barang dengan pembayaran langsung. Sebagaimana dalam firman-Nya 
surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 : 
 قىي ميىىأ ًسعىب ىؽوىف ميهىضعىب اىنعىفىرىك اىين ُّدلٱ ًةٰوىػيىلحٱ فِ ميهىػت ىشيًعَّم ميهىػنيىب اىنمىسىق ين ىنَ ىكّْبىر ىتىحمىر ىفويم ض
تٰىجىرىد  ىذًخَّتىيّْل عىبميهيض عىباض ٌاًيرخيس  ىحمىرىك يت  ىكّْبىر يرىخ  َّّْمّا  ىي ىفويعىم ٢٣  
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang 
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. 
Az-Zukhruf (43) ayat 32 
  
                                                          
4
 Zulaiha Rahmah,. "Bisnis Penggilingan Padi Di Desa Jambu Burung Kecamatan 
Beruntung Baru Kabupaten Banjar". Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2010, 
hlm. 3. 
6 
 
 
Menurut Ibnu Katsir lafadz “saling mempergunakan” ini diartikan dengan 
“supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan 
atau yg lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain.
5
 Ini 
artinya manusia pasti membutuhkan sesuatu yang menjadi milik orang lain, 
dengan demikian manusia dapat menggukan suatu hal atau barang dengan cara 
bertransaksi dengan akad ijarah atau sewa menyewa. 
Di desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terdapat tempat 
penggilingan padi yang biasa digunakan masyarakat. Huller ini menghasilkan 
sekam, dedak dan bekatul selama proses penggilingan gabah menjadi beras. Beras 
itu sendiri sudah dipastikan menjadi milik petani karena memang niat petani 
menggilingkan padinya untuk menjadikannya beras dan membayar upah 
penggilingan kepada huller. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah sisa hasil 
penggilingan berupa sekam, dedak, dan bekatul ini tidak menjadi milik petani 
melainkan menjadi milik huller sebagai pemilik penggilingan.  
Tentunya penyewaan alat penggilingan padi pada prakteknya dibolehkan 
oleh syara’. Namun merujuk lagi kepada hukum, apakah dibolehkan sisa hasil 
penggilingan padi menjadi milik penggilingan padi sedangkan asalnya adalah 
milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi? Apakah 
dengan alasan sekam, dedak dan bekatul adalah sampah sehingga petani 
memberikannya kepada penyedia jasa penggilingan padi. Awal munculnya mesin 
huller(penggiling padi) sangat jarang pemilik huller yang menjual belikan dedak. 
                                                          
5
 Ibnu Katsir. dalam Dimyauddin Djuwaini, hlm. 154. 
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Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin hari kebutuhan semakin 
meningkat, dedak semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai 
ekonomis sehingga oleh pemilik huller, dedak tersebut diperjual belikan bahkan 
sudah cukup sulit untuk mendapatkan dedak tersebut.
6
 
Ini menjadi persoalan yang mendasar untuk mengungkap motif status 
kepemilikan sekam, dedak dan bekatul dari sisa padi karena nyatanya memang 
bekatul juga menjadi barang komoditas yang diperjual belikan sebagai pakan 
ternak seperti ayam, bebek, sapi, bahkan diproduksi lagi menjadi obat herbal. 
Bagaimana hukum syara’ menanggapi status kepemilikan sisa hasil ijarah antara 
petani dengan penyedia jasa penggilingan padi?  
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis hendak mengkaji status 
kepemilikan bekatul “HAK KEPEMILIKAN SEKAM, DEDAK, DAN 
BEKATUL SISA HASIL PENGGILINGAN PADI DI DESA BULUREJO 
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN MENURUT HUKUM 
ISLAM” 
  
                                                          
6
 Kasmaidi Ahmad, “Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut 
Ekonomi Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 
Riau, 2015, hlm. 7. 
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A. Rumusan Masalah 
Terdapat Beberapa rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang 
yang telah disampaikan, yaitu: 
1. Bagaimana akad yang dilakukan pada penggilingan padi di Desa Bulurejo 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan sekam, 
dedak, dan bekatul di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten 
Klaten? 
 
B. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui akad yang dilakukan pada penggilingan padi di Desa 
Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.  
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan 
sekam, dedak, dan bekatul di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten. 
 
C. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk umum terlebih bagi peneliti 
sendiri serta mampu menjadi pembuka wawasan dan kajian lebih lanjut 
bagi penelitian selanjutnya.  
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2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pihak-
pihak dalam penggilingan padi agar mengerti konsekuensi akad dan 
pelaksanaanya yang sesuai dengan ketentuan syara’. 
 
D. Kerangka Teori 
Al-milk menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Ghufron A. Mas‟adi 
menjelaskan milik adalah keistimewaan (istishash) terhadap sesuatu yang 
menghalangai orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf 
secara langsung kecuali ada halangan syar‟iy”.7 
Menurut Muhammad Abu Zahrah al-milk didefinisikan sebagai berikut: 
 ّيعرشلا عناملا مدع دنع عافتنلَاو فُّرصَّتلاب َّدِبتسي ْنأ اعرش وبحاص نكمي صاصتخإ 
“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ 
untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil menfaatnya selama 
tidak ada penghalang yang bersifat syara’.” Jadi prinsip dasar al-milk adalah 
kebebasan atas sesuatu harta dalam bertasharruf, selama tidak dilarang oleh 
hukum syara’.  
Secara asal, harta benda boleh dimiliki. Namun, terdapat beberapa kondisi 
yang tidak memungkinkan untuk memiliki harta tersebut. Seperti harta yang 
dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) 
                                                          
7
 Ghufron A. Mas‟adi,  Fiqh Muamalah Kontekstual ..., hlm. 55. 
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seperti jalanan umum, jembatan, bentengm sungai, laut dan lainnya. Harta ini 
tidak bisa diprivatisasi dan dimiliki oleh individu, namun ia harus tetap 
menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Jika harta benda tersebut 
sudah tidak lagi dikonsumsi oleh publik, maka harta tersebtu kembali kepada 
asalnya, yakni bisa dimiliki oleh individu.
8
 
Sebab sebab kepemilikan suatu barang oleh Milkiyah (hak milik) dapat 
diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini:  
1. Ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas), yakni cara pemilikan melalui 
penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. 
Almubahat adalah: 
وكلمت نم ىعرش عنام دجوي لَو مرتحم كلم ىف لخدي مل ىذلا لاملا 
Artinya: Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi 
(dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani‟ syar‟i) 
untuk memilikinya. 
Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, 
dan lain-lain.
9
 
2. Tawallud min mamluk, hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, 
sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak 
sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang.
10
 Dalam hal ini berlaku kaidah: 
كولمم كولمملا نم اسني وا دلوتي ام 
                                                          
8
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 
hlm. 35. 
9
 Ghufron A. Mas‟adi,  Fiqh Muamalah Kontekstual ..., hlm. 56 
10
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49. 
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Artinya: Setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari 
harta milik adalah milik pemiliknya.
11
 
3. Al-khalafiyyah (penggantian), yaitu penggantian seseorang atau sesuatu 
yang baru menempati posisi pemilikan lama. Al-Khalafiyah dibedakan 
menjadi dua:  
a. Pertama, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya 
pewarisan. 
b. Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada 
tadhim (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau 
menghilangkan harta benda orang lain, atau pada ta‟widh (pengganti 
kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan 
penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui tadhim dan ta‟widh ini 
terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada 
pemilik baru.
12
 
4. Al-„aqd, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara’ 
yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab 
pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan 
manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan 
dengan tiga pemilikan yang lainnya.
13
 
1. Ijarah 
                                                          
11
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 39. 
12
 Ghufron A. Mas‟adi,  Fiqh Muamalah Kontekstual ..., hlm. 61-62. 
 
13
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah..., hlm. 45. 
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Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau 
ijarah, ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke dalam 
bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna 
operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang 
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah” , 
sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan 
bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam 
seminggu”.14 Dalam kamus bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah 
dari asal kata رجأ. 15  
Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi 
penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam 
jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu 
benda, bukan mejual „ain dari benda itu sendiri. Kelompok hanafiah 
mengartikan ijarah dengan akad yang berisi kemilikan mafaat tertentu 
dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang 
disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah 
adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu 
dengan jalan penggantian.
16
 
Menurut Imam Hanafi mendefinisikan ijarah yaitu : 
 وضعب ةرجأتسلما ينعلا نم ةدوصقم ةمولعم ةعقنم كيلتمديفىي هدٍقيع 
                                                          
14
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 113 
15
 Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, Kamus Arab Inggris Indonesia, (Surabaya: Appolo) 
hlm.12. 
16
 Sayyid sabiq dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir, hlm. 29. 
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“akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”. 
 
2. Hibah 
Hibah merupakan suatu pemberian yang dianjurkan oleh 
agama dan sikap kepedulian terhadap orang lain karena dengan 
memberikannya dapat meringankan beban orang lain. 
... ٰلىوقَّتلٱىك ّْبِلٱ ىىلىع ٍاوينىكاىعىػتىك... )٣ ( 
Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebajikan dan taqwa (Al Maidah: 2) 
Secara terminologi (syara’) jumhur ulama mendefinisikan 
hibah yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi 
yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang 
lain secara sukarela. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang 
diberi. Benda yang diberikab statusnya belum menjadi milik orang 
yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata 
akad.
17
 
Sebagian kalangan membedakan antara sedekah dengan hadiah 
dan mengatakan, jika dia memberikan sesuatu hak milik kepada orang 
yang memerlukan demi pahala akhirat dinamakan sedekah, dan jika 
dipindahkannya ke tempat yang menerima hibah sebagai tanda hormat 
                                                          
17
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah..., hlm. 158.  
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kepadanya adalah hadiah dan setiap hadiah dan sedekah adalah hibah 
dalam arti bahasa. 
18
 
 
3. ‘Urf 
Kata „‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang 
baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah „‘Urf   
ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi 
tradisinya. Baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal 
meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinikan 
bahwa „‘Urf  ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai dimana 
mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan. 
Sedangkan „‘Urf atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata 
yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli 
syara’ tidak ada perbedaan diantara „‘Urf  dan adat.19 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Skripsi M. Yazid Farihin mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di 
Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Skripsi ini membahas 
kepemilikan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan menyatakan 
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kepemilikan Dedak hasil selepan padi adalah milik selepan padi tersebut 
berdasarkan landasan hukum „‘Urf  karena telah berlangsung cukup lama dan 
tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan penggiling.
20
 
Skripsi Kasmaidi Ahmad mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, berjudul “Pelaksanaan 
Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Studi 
Kasus Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi ini 
membahas jual beli dedak. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Dedak hasil sisa 
padi sangat bermanfaat bagi pemilik penggilingan padi serta masyarakat, 
namun ada beberapa praktek yang tidak sesuai syara’ seperti : masih ada 
pemilik huller yang curang, dedak yang dijual diambil sebagian dari petani 
hingga membuat petani merugi, dan masih ada pemilik penggilingan yang 
menimbun dedak dan menunggu harga mahal.
21
 
Skripsi Eka Murlan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Unversitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  Pekanbaru, berjudul “Konsep 
Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku 
Economic Doctrines Of Islam”. Didalamnya terdapat pembahasan mengenai 
harta yang pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah 
menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka 
perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan 
                                                          
20
 M. Yazid Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil 
Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Skripsi, Jurusan 
Mu‟amalah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,  2015, hlm. 68. 
21
 Kasmaidi Ahmad, “Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut 
Ekonomi Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 
Riau, 2015, hlm. 58. 
16 
 
 
oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, 
ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut 
hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara’, bukan 
bebas mengelola secara mutlak. Alasannya, ketika dia mengelola hartanya 
dengan cara yang tidak sah menurut syara’, seperti menghambur-hamburkan, 
maksiat, dan sebagainya. Maka Negara wajib mengawalnya dan melarang 
untuk mengelolanya serta wajib merampas wewenang yang telah diberikan 
Negara kepadanya. Untuk itu itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur 
kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, 
sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia
22
 
Hal baru yang akan diangkat oleh tulisan ini berupa hak milik dasar 
dari sisa hasil ijarah penggilingan, penelitian ini berusaha mencari bagaimana 
akad yang terjadi di masyarakat. Selain itu yang membedakannya dengan 
penelitian lain adalah objek yang meluas bukan cuma dedak namun sekam dan 
bekatulnya. Dikarenakan memang hasil dari penggilingan tidak hanya dedak 
dan beras saja, turut bersamanya ada sekam dan bekatul yang merupakan sisa 
hasil selepan.  
Terlebih lagi dalam tulisan ini membahas status kepemilkian awal atau 
dasar atas benda/harta (sekam, dedak, dan bekatul) sebelum menginjak ranah 
al-’Urf karena menjelaskan peran dan hak masing-masing diawal itu lebih 
penting sebelum menyimpulkan bahwa al-’Urf / adat kebiasaan masyarakat 
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yang berhak dipakai seperti didalam penelitian M. Yazid Farihin yang 
mengupasnya dengan kacamata adat istiadat. Didalam tulisan ini penulis 
berusaha menjabarkan akad yang dipakai serta konsekuensinya terhadap harta 
dan hak milik yang harusnya dimiliki oleh masing-masing pihak. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis penelitian 
lapangan (field research), yang bertujuan untuk mempelajari secara 
intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 
unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat.
23
 Penulis meperoleh data-data dengan cara wawancara secara 
langsung dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan 
atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat 
atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa
24
 Data 
primer dari penelitian ini adalah hasil rekaman dan catatan hasil 
wawancara langsung dengan pemilik penggilingan dan pelanggan dari 
tempat penggilingan di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten 
Klaten.  
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b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 
penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur 
atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 
penelitian.
25
 Mengacu pada Alqur‟an, Hadis, dan buku-buku fiqh 
muamalah yang membahas syarat dan ketentuan akad-akad muamalah 
seperti ijarah, „‘Urf dan hibah, serta hukum ekonomi syariah, jurnal-
jurnal mengenai hak milik serta data pendukung lain dari berbagai 
sumber dan media. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai 
berikut:  
a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan 
untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 
mungkin kepada subjek penelitian.
26
 Maka penulis berusaha 
menemukan subjek atau pihak yang menerapkan sistem yang berbeda-
beda dalam kepemilikan sisa hasil penggilingan padi 
b. Observasi kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan secara 
sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan 
hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 
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dilakukan.
27
 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
pelaksanaan penggilingan dan kepemilikan dari masing-masing pihak. 
 
4. Teknik Analisa Data 
Metode analisa data dimana data yang diperoleh bukan merupakan 
angka atau tidak diungkap secara statistik. Maka penulis menggunakan dua 
metode yaitu: 
a. Deduktif  
Analisa deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari 
kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran 
tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama 
dengan teori tersebut.
28
 Analisa tersebut adalah dengan melihat 
kesesuaian antara teori akad ijarah dengan praktek penggilingan padi di 
lapangan. 
b. Induktif 
Alalisa induktif adalah proses logika yang berangkat dari fakta-fakta 
khusus atau peristiwa yang riil yang kemudian ditarik kesimpulan 
menuju kepada teori atau kaidah umum.
29
 Analisa tersebut adalah 
dengan melihat sistem atau cara kerja akad ijarah di lapangan dan 
kemudian diambil kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran  secara umum dan mempermudah 
pembahasan, maka penulis menyajikan dalam lima bab,  yaitu: 
BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II : Berisi ketentuan umum tentang hukum Islam tentang teori ijarah, 
„‘Urf dan hibah, sebagai dasar untuk menentukan status kepemilikan suatu barang 
berdasarkan akadnya. 
BAB III : Praktek penggilingan padi di Desa Bulurejo Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten. Dalam bab ini dibagi beberapa sub bab yaitu: sejarah 
desa, letak geografis desa, pendidikan, keagamaan dan pekerjaan masyarakat Desa 
Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan mekanisme kepemilikan 
sekam, bekatul dan dedak hasil selepan padi di Desa Bulurejo Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: tahapan 
tahapan proses penyelepan padi, hasil akhir selepan padi dan akad yang digunakan 
dalam penyelepan padi. 
BAB IV : Analisa dan Pembahasan, yang meliputi analisa hukum Islam 
atas status kepemilikan sekam, dedak, dan bekatul sebagai barang komoditas yang 
memiliki nilai ekonomis di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 
menurut tinjauan hukum islam. 
BAB V: Penutup yang mencakup kesimpulan dari peneliti dan saran-saran 
dimana kesimpulan merupakan jawaban pokok dari penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Al-Milk  
1. Pengertian Hak Milik 
Menurut pengertian umum, hak ialah : 
 نةىطٍليس يٍعرَّشلا ًًوب يرّْرىقيػي هصاىصًتٍخًإ  نفٍيًلٍكىت ٍكىأا 
"Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara‟ untuk menetapkan suatu 
kekuasaan atau suatu beban hukum”30 
Hak bisa dikatakan dengan milik. Secara etimologi, kepemilikan 
(Al-Milk) berasal dari bahasa arab dari akar kata “malaka” yang artinya 
penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi yaitu kemampuan 
seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang 
yang menjadikan seseorang  tidak bisa menggunakan haknya.
31
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah 
hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya, dia 
boleh memiliki, mengambil manfaat, menghabiskan, membinasakan 
asal tidak menimbukan bahaya bagi orang lain.
32
 
2. Jenis-jenis Kepemilikan 
Para fukoha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu 
kepemilikan sempurna (tamm) dan kepemilikan kurang /tidak sempurna 
(naaqis). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa 
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manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat 
mempergunakan dan memanfaatkan susbstansinya saja, atau nilai 
gunanya saja atau kedua-duanya. 
a. Al-Milk At-Tamm ( Kepemilikan  sempurna ) 
Al-Milk At-Tamm yaitu kepemilikan terhadap harta benda 
sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak  atas harta 
yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal 
lainnya. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual 
beli.  
b. Al-Milk An-Naqish ( Kepemilikan tidak sempurna )Al-Milk An-
Naqish yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. 
Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau 
pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya.  Milk 
naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) 
diseebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang beupa 
penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut  milik manfaat atau 
hak guna pakai, dengan cara I‟arah, wakaf dan washiyah. 
Karakteristik Milk An-naqish yaitu bisa dibatasi dengan waktu, 
tempat atau persyaratan lainnya berbeda dengan milk at-tam 
Milk An-Naqish dapat dikategorikan sebagai berikut : 
1) Kepemilikan Benda : Dalam kemilikan ini, bentuk fisik harta 
dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut 
dimiliki oleh orang lain. 
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2) Kepemilikan Manfaat : Hak-hak untuk memanfaatkan harta 
benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh 
syara‟ 
Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu : 
1) Milk Al-‟Ain/Milk Al raqabah, yaitu memiliki semua benda, baik 
benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang yang dapat 
dipindahkan (manqul). Contoh : Pemilikan kebun, rumah, mobil 
dan motor. 
2) Milk Al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki 
manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, 
wakaf dan lainnya. 
3) Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya 
sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau 
pengganti benda yang dirusakkan. 
Dilihat dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), 
milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
33
 
1) Milk mutamayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain 
yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari 
yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau 
sudah jelas batas-batasnya. 
                                                          
33
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.41. 
24 
 
 
2) Milk al-syai‟ atau milk musya‟, yaitu milik yang berpautan 
dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar 
atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian 
rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan 
seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih 
dan dibagikan dagingnya. 
Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan di 
hak milikkan atau tidaknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikkan kepada orang 
lain, misalnya harta milik umum seperti jalanan, jembatan, 
sungai, dll. di mana harta atau barang/benda tersebut untuk 
keperluan umum. 
2) Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah, 
seperti harta wakaf, harta baitul maal, dll. (harta wakaf tidak bisa 
dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tetentu sepeti mudah 
rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya. 
 
3. Sebab-sebab Kepemilikan 
a. Istila’ mubahat adalah cara pemilikan melalui penguaasaan terhadap 
harta yang yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. 
 ًوًكُّلىىتم ٍنًم ّّيًعٍرىش هعًناىم يدىجٍويػي ىلاىك 
ـو
ىرىػتٍيمح 
وكٍلًم ًفِ يليخٍدىي ٍوىل لًذَّلا يلى
لما 
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 "Harta yang tidak termasuk dalam harta yag dihormati (milik yang 
sah) dan taka ada penghalang syara‟ untuk dimiliki.” 
Misalnya, air yang masih ada dalam sumbernya, rumput di tanah 
lapang, kayu dan pohon-pohon di belantara atau ikan di sungai dan 
di laut. 
Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki 
sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta 
bebas ini untuk tujuan pemilikan. Dengan demikian, upaya melalui 
pemilikan suatu harta melalui Isti‟la       al- Mubahat harus 
memenuhi dua syarat ; syarat yang pertama, yaitu tidak ada pihak 
lain yang mendahului melakukan isti‟la           al-mubahat, Seperti 
dalam kaidah: “Barang siapa lebih dahulu menguasai harta bebas 
maka sungguh ia telah memilikinya”.  syarat yang kedua yaitu 
adanya niat, maksud atau tujuan yang dimiliki. Misalnya, 
menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan di sungai, menunjukan 
tidak ada tujuan untuk memiliki. Dengan demikian, status ikan 
tersebut tetap al-mubahat. 
b. Akad 
Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul sesuai dengan 
ketentuan syara‟ yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. 
Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas 
dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan 
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dibandingkan dengan sebab-sebab pemilikan di atas. Dari segi sebab 
pemilikannya dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1) Uqud jabbariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh 
otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa 
hukumnya, seperti paksaan menjual harta untuk melunasi 
hutang, kekuasaan hakim untuk menjual harta timbunan dalam 
kasus ihtikar demi kepentingan umum. 
2) Tamlik jabbari (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi 2, 
yaitu: 
a) Pemilikan secara paksa atas maal Iqar (harta tidak 
bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti 
ini dalam fiqh mu‟amalah dikenal syu‟fah. 
b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum seperti 
ketika ada kebutuhan untuk perluasan masjid karena tidak 
dapat lagi menampung jama‟ah yang jumlahnya banyak, 
syariat membolehkan untuk pemilikan secara paksa 
terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid sekalipun 
pemiliknya tidak mau menjualnya. 
c.  Al-Khalafiyyah 
 Al khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru 
menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian dibedakan 
menjadi 2 yaitu: 
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1) Khalafiyah Syakhsyi ‟an syakhsy (seseorang terhadap seseorang) 
Penggantian atas seseorang oleh orang lain seperti pewarisan. 
Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan 
orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya(tirkah). 
2) Khalafiyah syai‟in „an syai‟in (sesuatu terhadap sesuatu) Apabila 
seseorang merugikan milik orang lain, atau menyerobot barang 
orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah 
dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. 
Maka Khalafiyah syai‟in „an syai‟in ini disebut tadlmin atau ta‟wid 
(menjamin kerugian) 
d. Al-Tawallud minal Mamluk ( turunan dari sesuatu yang dimiliki) 
 Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yag lainnya 
atau dalam kaidah dikatakan: “ Setiap peranakan atau segala sesuatu 
yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya”. 
Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat 
produktif. Harta benda yang bersifat produktif di sini berarti benda 
hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau 
baru seperti binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan susu 
dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga. Benda mati yang 
tidak bersifat produktif seperti rumah dan mobil tidak berlaku 
prinsip tawallud karena rumah dan mobil tidak bisa berbunga, bertelur, 
apalagi beranak. Kalau ada keuntungan yang dihasilkan dari 
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mengusahakan harta tersebut maka keuntungannya didasarkan pada 
hasil usaha kerja (tijari) bukan tawallud. 
 
B. Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, 
sedangkan menurut syara’ ialah memiliki sesuatu manfaat (jasa) 
dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.
34
 Sedangkan 
secara istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain: 
a. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
untuk pengambilan manfaat dengan jalan memberi pergantian. 
b. Menurut Ulama Syafi‟iyah, ijarah  adalah suatu jenis akad atau 
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan 
tertentu. 
c. Menurut Amir Syarifuddin, ijarah secara sederhana dapat diartikan 
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan 
tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau 
jasa dari suatu benda disebut ijarah al’Ain, seperti sewa menyewa 
rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah 
jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah-
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mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya 
berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut ijarah.35 
d. Menurut Ulama Hanafiyah ijarah adalah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja 
dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.
36
  
e. Menurut Ulama Hanabilah ijarah adalah menjadikan milik suatu 
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 
pengganti.
37
 
f. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah ijarah adalah nama bagi 
akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk 
sebagian yang dapat dipindahkan.
38
 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 
syara’ berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadits Nabi dan ketetapan Ijma 
Ulama. Adapaun dasar hukum tentang kebolehan ijarah adalah sebagai 
berikut: 
a. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:  
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 اىنٍعىػفىرىك اىيٍػن ُّدلا ًةاىيٍىلحا فِ ٍميهىػت ىشيًعىم ٍميهىػن ٍػيىػب اىنٍمىسىق ينٍىنَ ىكّْبىر ىتىٍحمىر ىفويمًسٍقىػي ٍميىىأ
 اَّمّ هرٍػي ىخ ىكّْبىر يتىٍحمىرىك اًِّيرٍخيس انضٍعىػب ٍميهيضٍعىػب ىذًخَّتىًيل 
وتاىجىرىد وضٍعىػب ىؽٍوىػف ٍميهىضٍعىػب
( ىفويعىمٍىي٢۲) 
Artinya: 
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf: 
32) 
39
 
 
b. Firman Allah dalam QS. At-Thalaq: 6 
 َّنًهٍيىلىع اويقّْػيىضيًتل َّنيىكُّراىضيت ىلاىك ٍميًكدٍجيك ٍنًم ٍميتٍن ىكىس يثٍيىح ٍنًم َّنيىوينًكٍسىأ َّنيك ٍفًإىك
 َّنيىىرويجيأ َّنيىويتآىف ٍميكىل ىنٍعىضٍرىأ ٍفًإىف َّنيهىلٍىحم ىنٍعىضىي َّتَّىح َّنًهٍيىلىع اويقًفٍنىأىف ولٍىحم ًت ىلاكيأ
( لىرٍخيأ يوىل يعًضٍريػت ىسىف ٍيتٍُرىساىعىػت ٍفًإىك 
وؼكيرٍعىبِ ٍميكىن ٍػيىػب اكير ًىتمٍأىك۶) 
Artinya:  
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 
(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6).40 
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c. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang 
berbunyi: 
 نىبِتلاك حجام ونبا ك ىلعى وبا هاكر{ يوىقىرىع نفيىي ٍفىا ىلٍبىػق يهىرٍجىا ىرٍػيًجىلألا اويطٍعىا
} لذمترلاك 
Artinya: 
“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan 
sebelum kering keringat mereka.” (HR. Abu Ya‟la, Ibnu Majah, 
ath-Tahbrani, dan at-Tarmidzi).
41
 
 
 Perlu diketahui bahwa tujuan diisyaratkannya ijarah adalah untuk 
memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak 
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain 
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang 
membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling 
mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan 
manfaat.
42
 
3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, 
antara lain dengan menggunakan kalimat al-Ijarah, al- Isti’jar, al-
iktira’, dan al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada 
empat (4), yaitu:
43
 
a. „Aqid (orang yang berakad yaitu mu’jir dan musta’jir). 
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b. S}igat akad. 
c. Ujrah (upah). 
d. Manfaat. 
Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut: 
a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut 
ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan 
berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak 
berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta 
mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, ijarah-
nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus 
mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh 
melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan, apabila 
seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap 
harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila 
disetujui oleh walinya. 
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 
melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya 
terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.  
c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara 
sempurna, sehingga tidak muncul perelisihan di kemudian hari. 
Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, 
maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan 
33 
 
 
dengan menjelaskan jenis manfaatnya, pembatasan waktu, atau 
menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 
seseorang. 
d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara 
langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat 
menyatakan tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
e. Objek ijarah harus dapat memenuhi secara syara’. Oleh sebab itu 
ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk 
membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak 
boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk 
dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa 
menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan 
kaidah fiqh menyatakan: 
 Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh. 
f. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. 
Misalnya menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dll. Juga 
dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu 
merupakan kewajiban istri. 
g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.  
h. Upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang 
bernilai harta. 
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i. Ulama Hanafiyah mengatakan upah ijarah itu tidak sejenis dengan 
manfaat yang disewa.
44
 
4. Macam-macam Akad Ijarah 
Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membaginya 
menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat 
pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah 
sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. 
Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk 
dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh 
dijadikan objek sewa menyewa. 
Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit dan buruh 
pabrik. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi (Ijarah Khusus), 
seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan ada yang 
bersifat serikat (Ijarah Mus}tarik), yaitu seseorang atau sekelompok 
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 
buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan 
ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya 
boleh.
45
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5. Ujrah (Upah Mengupah) 
Kata ujrah secara bahasa berarti mengupah. Secara syara’ adalah 
sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat 
diperoleh.
46
 
Istilah ujrah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh Fuqaha 
yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan 
barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali 
sumur sampaimemancarkan air atau seorang menang dalam suatu 
kompetisi. Jadi ujrah tidak terbatas pada barang yang hilang akan 
tetapi dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.
47
 
Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam 
pelaksanaan ujrah. Adapun rukun ujrah yaitu:  
a. Lafal. Lafal mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan 
tidak ditentukan waktunya. 
b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. 
c. Pekerjaan. 
d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang 
sebelum melaksanakan pekerjaan.
48
 
Sedangkan syarat-syarat ujrah yang telah ditetapkan oleh para 
ulama, yaitu: 
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a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 
b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah 
menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 
tersebut.
49
 
 
C. ‘Urf 
1. Pengertian dan  Definisi  ’Urf 
‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan 
diterima oleh akal sehat.  Sedangkan secara istilah ‘urf  ialah sesuatu 
yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, 
baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan 
sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa „u|rf 
ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa 
melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.
50
  
Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang 
baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-urf (adat istiadat) yaitu sesuatu 
yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau 
perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa 
dan diterima oleh akal mereka.
51
 
Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan 
orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan 
golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia 
menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. 
dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan 
lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa 
adat individu dan adat kolektif.  
b. Adat berbeda dengan ijma’. Adat kebiasaan lahir dari sebuah 
kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari 
berbagai status social, sedangkan ijma’ harus lahir dari 
kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang 
awam. dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma’ maka 
legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah 
terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang 
tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman 
dengan mereka atau tidak. adapun ijma’ menjadi hujjah kepada 
semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu 
atau sesudahnya sampai hari ini. 
c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat 
berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya 
untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-
laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Qur‟an,  
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“Allah mensyari‟atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: 
Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan”(QS. An-Nisa‟(4):11).  
 
Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang 
sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka 
cukup dengan cara mu’athah (Take and Give) tanpa ada ucapan, 
juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda 
sisanya sampai waktu yang disepakati.
52  
2. Kehujjahan ‘urf 
Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa ’urf  merupakan hujjah dan 
dianggap sebagai salah satu sumber hokum syariat. mereka bersandar 
pada dalil-dalil sebagai berikut: 
a. Firman Allah SWT: 
 ٰىلجٱ ًنىع ضًرعىأىك ًؼريعلًٱب ريمأىك ىوفىعلٱ ًذيخ ىينًلًه)٩١١(  
Artinya:  
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh 
.”(Q.S.Al-A‟Raf:199). 
 
Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat 
sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah 
saw. 
b. Didalam hadist Rosulullah SAW 
Abdullah bin Mas‟ud radhiyallahu „anhu berkata: 
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 ىع يللها ىَّلىص 
ودَّمىيمح ًبٍلىػق ىدٍعىػب ًداىبًعٍلا ًبويليػق فِ ىرىظىن َّلىجىك َّزىع ىوَّللا َّفًإ ىدىجىوىػف ىمَّلىسىك ًوٍيىل
 لىأىر ا ىمىف ،ًوًنيًد ىىلىع ىفويًلتاىقيػي ،يهىءاىرىزيك ٍميهىلىعىجىف ،ًداىبًعٍلا ًبويليػق ىر ٍػي ىخ ًًوبا ىحٍصىأ ىبويليػق
 ًوَّللا ىدٍنًع ىويهىػف انئّْيىس ىفويمًلٍسيمٍلا لىأىر اىمىك ،هنىسىح ًوَّللا ىدٍنًع ىويهىػف ،اننىسىح ىفويمًلٍسيمٍلا
 ّْيىس هئ 
“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi 
Muhammad shalallahu „alaihi wa salam maka Allah menjumpai 
hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah 
mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas 
agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin 
sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan 
apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka 
ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.(HR. Ahmad no. 
3600) 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh 
kaum muslimin maka hal itu juga baik disisi Allah dan jika 
memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran 
hukum. 
c. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiaaan orang arab 
dalam menetapkan hokum. semua ditetapkan demi mewujudkan 
kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan 
mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain 
itu, islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang 
membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan 
menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah 
bukti nyata bahwa syariat islam mengakui keberadaan adat istiadat 
yang baik. 
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d.  Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan 
dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk 
meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka 
karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam 
jurang kesulitan.
53
 Agar mereka tidak jatuh dalam jurang ini, kita 
harus mengakui adat kebiasaan mereka sebagaimana firman Allah 
SWT: 
 ... ميكٰىىبىتجٱ ىويى  ىلىعىج اىمىكنًم ًني ّْدلٱ فِ ميكيىلىع  وجىرىح ... 
Artinya:   
“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan...”(QS. Al-Hajj 22:78) 
 
3. Macam-Macam ‘Urf 
‘Urf  (adat) itu ada dua macam : Adat yang benar dan adat 
yang rusak. adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan 
manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak meghalalkan 
yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.seperti adat meminta 
pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan di 
akhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah 
menerima sebagian mas kawin dari suaminya.sedangkan adat yang 
rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi 
bertentangan dengan dengan syara’, menghalalkan yang haram, atau 
membatalkan kewajiban. seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat 
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menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan 
barang riba‟ dan akad perjudian.54  
Menurut Abdul-karim zaidan membedakan Al-Urf menjadi 
dua macam : 
a. al-Urf al-‘Am (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan 
mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang 
berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau 
telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk 
menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar 
mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti 
berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan. 
b. al-Urf al-Khas (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang 
berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan 
masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada 
kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak 
penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.
55  
Sedangkan ‘urf ditinjau dari segi obyeknya. ‘urf ini dibagi lagi 
menjadi dua,yakni:
56 
a. ‘urf bil lafdzi, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 
lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: 
Pustaka Amani, 2003), hlm.117-118 
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 Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Rineka Cipta, 2008), hlm.110. 
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 Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqh 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 160 
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Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 
dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti 
sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. 
Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli 
mengatakan “ saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut 
langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena 
kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan 
kata daging pada daging sapi. 
b. ’urf bil amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan 
sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi 
kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun 
yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan 
masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara 
tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa 
mengadakan sighat jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah 
terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar 
kepada penjual. 
4. Syarat-Syarat  ’Urf 
Sebagian besar ulama yang menggunakan Urf sebagai hujjah, 
memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan al-Urf sebagai 
sumber hokum, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Tidak bertentangan dengan al-Quran atau As-Sunnah. jika 
bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamer, riba,berjudi, 
dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak 
boleh diterapkan. 
b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat 
mereka, atau pada sebagian besarnya. jika hanya dilakukan dalam 
tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak 
dapat dijadikan sumber hokum 
c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap 
adat tersebut. jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar 
dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat 
untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih 
pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah 
disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi 
sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah 
kesepakatan untuk menentangnya. 
d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian 
itu berlangsung. adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum 
permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat 
yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.
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5. Kaidah-Kaidah ‘Urf 
Diterimanya ‘urf  sebagai landasan pembentukan hukum 
memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Maka 
keadaan urf pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. 
Seperti yang dikatakan oleh ibnu al qoyyim al jauziyah bahwa tidak 
diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan 
waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum 
fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, 
hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. 
Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh 
merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, 
diantaranya:  
  ةَمَّكَحُم ُةَداَعَْلا  
“adat kebiasaan itu bisa menjadi hokum”. 
ةَنِكْمَلَْا َو ِةَنِمْزَلَْا ِرَُّيغ َِتب ِماَكْحَلَْا ُرُّ يَغ َت ُرَكْن ُي َلَ 
 “Tidak diingkari perubahan hokum disebabkan perubahan zaman 
dan tempat”. 
 
    ًطْرَش ِطْوُرْشَمْلاَك ًافْرُع ُفْوُرْعَمْلا 
“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu 
menjadi syarat”. 
 
     ِصاَّنلِاب ِتِباَّثلاَك ِفْرُعلِْاب ُتِباَّثلا 
“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui 
nash (al qur‟an atau hadits)”. 58 
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 Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqh 1...,  hlm. 168. 
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Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti 
hukum yang ditetapkan melalui al-Qur‟an dan Sunnah akan tetapi 
hukum yang ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri. 
 
D. Hibah 
1. Pengertian dan Hukum Hibah 
Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah 
/ ةبهلا  yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). 
Kata hibah terambil dari kata “ hubuubur riih” artinya muruuruha 
(perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan 
maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun 
bukan.
59
 Kata hibab yang bentuk amr –nya hab terdapat dalam al-
Qur‟an Ali-Imran ayat 38: 
 اًَّيرىكىز اىعىد ىكًلاىنيى يوَّبىرۖۥ بىى ّْبىر ىؿاىق  ةَّيّْريذ ىكنيدَّل نًم لِ نةىبّْيىط  ىكَّنًإ  يعي ًىسَ 
اىعُّدلٱ ًء)٢٣(  
Artinya: 
“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: 
"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang 
baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" (QS. Ali-
Imran: 38)
60
 
 
Secara terminolofi (syara’) jumhur ulama mendefinisikan hibah: 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157. 
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 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya..., hlm. 81.  
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اعوطت ةايلحا ؿاح ضوع لاب كيلمتلا ديفي دقع 
Artinya: 
“akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang 
dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain 
secara sukarela”.61 
 
Ada beberapa bentuk pemberian selain hibah 
a. Sedekah yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa 
mengganti dan hal ini dilakukan semata ingin memperoleh 
ganjaran (pahala) dari Allah swt. 
b. Ibraa’  yaitu menghibahkan utang kepada pihak yang berutang. 
c. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang 
diakadkan ketika masih hidup dan baru diberikan setelah orang 
yang berwasiat itu meninggal. 
d. Hadiah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa 
adanya pengganti dengan maksud memuliakan.
62
 
2. Dasar Hukum Hibah 
Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini 
didasari oleh nash al-quran dan hadis nabi. 
a. Dalil Al-Qur‟an 
1) Qs. an-Nisa ayat 4 
اىسّْنلٱ ٍاويتاىءىك َّنًهًتٰىقيدىص ىء ًنَ ةىلفًإىف  ىبًط ميكىل نىع يىشء نّْم يو فىناس  يهويليكىف يًن ىىٔ ا 
ًيرَّمٔ  ا)٤( 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 82. 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., hlm. 159. 
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Artinya: 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.
63
 
 
b. Dalil al-Hadis 
 ىهىػت)ىقهيبلاك مكالحاك ئاسنلاك لراخبلا هاكر( اٍوُّػباىىتَ اٍكيدا  
Artinya: Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling 
mencintai”. (HR. Bukhari Muslim).64 
 
 ىؿاىق ىةىرٍػيىريى بِىأ ٍنىع 
وديًعىس ٍنىع ورىشٍعىم ويبىأ اىنىػث َّدىح ىؿاىق هفىلىخ اىنىػث َّدىح 
 ًىٍذيت ىةَّيًدىٍلها َّفًإىف اٍكىداىهىػت ىمَّلىسىك ًوٍيىلىع يوَّللا ىَّلىص ًوَّللا يؿويسىر ىؿاىق ًرٍدَّصلا ىرىغىك يب 
Artinya :  
Telah menceritakan kepada kami Khalaf berkata; telah 
menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu 
Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena 
hadiah dapat menghilangkan kebencian hati." (HR. Ahmad - 
8882) 
 
3. Rukun Syarat Hibah 
Rukun hibah ada tiga: dua pihak yang berakad, (a>qidain), shi>ghat 
(ucapan), dan harta yang dihibahkan (mauhu>b). 
a. Kedua belah pihak yang berakad (a>qidain), 
Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus 
memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan 
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mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap 
hartanya. 
b. S>{highat (ucapan) 
Yaitu Ijab dan Qabul berupa ucapan dari orang yang bisa 
berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan : 
“Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya 
jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk Qabul yang 
jelas seperti ucapannya: “Saya terima, saya ridha,” qabul tidak 
sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada 
senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat 
pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saar masih 
hidup, maka qabul-nya juga harus segera sama seperti akad jual 
beli. 
c. Barang yang dihibahkan (mauhu>b) 
Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjual 
belikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang 
bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka 
dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara 
jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan 
sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.
65
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Bulurejo Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten 
1. Profil Desa 
Desa Bulurejo (bersama dengan Desa Juwiring), masuk dalam 
wilayah Kota Kecamatan Juwiring. Letak Kantor Kepala Desa dan 
Balai Desa Bulurejo berada di Jl. Juwiring-Pedan dan berada di depan 
Pasar Juwiring. Sentral yang berdekatan dari lokasi ini adalah Kantor 
Kecamatan Juwiring dan Lapangan Akbar. Desa ini berada di wilayah 
selatan Kecamatan Juwiring. 
2. Letak Geografis Desa  
Desa Bulurejo adalah salah satu dari 19 (sembilan belas) Desa yang 
berada di wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
66
 Batas 
wilayah desa Bulurejo dikelilingi oleh wilayah Desa Juwiring di 
sebelah utara, Desa Juwiran di sebelah selatan, Desa Kenaiban di 
sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Jaten.  
Luas wilayah Desa Bulurejo adalah 166,58 ha, dengan rincian 
sebagai berikut: 
a) Luas pemukiman 52 ha/m2 
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 Kesembilan belas desa di wilayah Juwirin ialah: Desa Bolopleret, Desa Bulurejo, 
Desa Carikan, Desa Gondangsari, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Juwiran, Desa Juwiring, Desa 
Kenaiban, Desa Ketitang, Desa Kwarasan, Desa Mrisen, Desa Pundungan, Desa Sawahan, Desa 
Serenan, Desa Taji, Desa Tanjung, Tlogorandu, Desa Trasan. 
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b) Luas persawahan 34 ha/m2  
c) Luas perkebunan 30 ha/m2  
d) Luas kuburan  17 ha/m2 
e) Luas Pekarangan 19 ha/m2 
f) Luas Kantor 14 ha/m2 
3. Pendidikan 
Kondisi dan keadaan penduduk dalam status pendidikannya sangat 
menentukan kemajuan desa tersebut. Jumlah penduduk Desa Bulurejo 
menurut data demografi Desa berjumlah 4.197 jiwa. Dengan jumlah 
penduduk laki-laki adalah 2.099 jiwa dan jumlah penduduk 
perempuan adalah 2.098 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa 
Bulurejo masih dalam ambang normal, ini dapat ditinjau dari 
perbandingan antara jumlah penduduk dengan yang menempuh 
pendidikan dengan yang tidak melanjutkan pendidikan. 
Berikut ini ialah perbandingan masyarakat desa Bulurejo yang 
menempuh pendidikan dengan yang tidak melanjutkan pendidikan 
berdasarkan kelompok usia dan jenjang yang ditempuh. 
Tabel 1 
Perbandingan antara masyarakat Desa Bulurejo yang menempuh 
pendidikan dengan yang tidak menempuh pendidikan menurut 
kelompok usiannya. 
No.  Kelompok Usia Keterangan Jumlah 
1. 00-03 tahun Belum Masuk TK 100 
2. 04-06 tahun Tamat Kanak-Kanak 250 
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3. 07-12 tahun Sekolah Dasar 420 
4. 13-15 tahun SMP/SLTP 210 
5. 16-18 tahun SMA/SLTA 362 
6. 19- keatas Akademi (D1-D3) atau Sarjana 
(S1-S3) 
158 
 Jumlah  1500 
Sumber data: Monografi Desa Bulurejo tahun 2017
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4. Keagamaan 
Dari sisi kepercayaan, masyarakat Desa Bulurejo mayoritas 
beragama Islam, meskipun demikian beberapa warga ada yang 
memeluk agama lain seperti Kristen dan Khatolik. 
Tabel II 
Perbandingan penganut agama kepercayaan masyarakat di Desa 
Bulurejo. 
No. Agama Jumlah Penduduk 
1. Islam 4137 
2. Kristen 50 
3. Khatolik 5 
4. Hindu - 
5. Budha  - 
6. Aliran Kepercayaan lain - 
Jumlah  4197 
Sumber data: Monografi Desa Bulurejo tahun 2017
68
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5. Pekerjaan 
Pekerjaan atau keseharian yang dilakukan di desa Bulurejo 
memang banyak mengandalkan sawah dan perdagangan sebagai mata 
pencaharian, walaupun demikian kini banyak warga yang beralih ke 
mata pencaharian lain seperti menjadi pekerja pabrik, merantau, 
tukang dan sebagainya. Tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan desa 
sering di identikkan dengan penghasilan penduduknya. Meskipun 
menjadi desa yang tidak semaju desa-desa disekitarnya, pendidikan di 
desa ini mulai dibangun guna menumbuhkan dan menciptakan 
generasi yang lebih baik serta dapat membantu kesejahteraan desa 
selanjutnya.  
Tabel III 
Data penduduk menurut mata pencahariannya. 
No. Pekerjaan Jumlah  
1. Karyawan 
a. Pegawai Negeri Sipil 
b. ABRI 
c. Swasta 
 
- 
- 
1773 
2. Wiraswata/Pedagang 355 
3. Tani 165 
4. Pertukangan 130 
5. Buruh Tani 57 
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6. Pensiunan - 
7. Nelayan - 
8. Pemulung 34 
9. Jasa 7 
 Jumlah 2521 
Sumber data: Monografi Desa Bulurejo tahun 2017
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6. Profil Penggilingan Padi di Desa Bulurejo 
Di Desa Bulurejo kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ada 
setidaknya tiga penggilingan pad yang masih aktif hingga sekarang. 
Jarak kesemuanya saling berjauhan, dari yang berada di tengah sawah 
sampai masuk desa. 
a. Penggilingan Ibu Sugeng 
Terdapat satu penggilingan di tengan desa tepatnya di 
dukuh Gelonsari milik ibu Sugeng. Menurut pengakuannya usaha 
yang didirikannya sudah sejak lama dan menjadi warisan orang 
tuanya, kurang lebih 20 tahun sejak berdirinya ibu sugeng sekarang 
mengurus penggilingannya bersama suaminya. 
b. Penggilingan Ibu Anik 
Meski baru beberapa tahun mengelola usahanya, 
perkembangan penggilingan bu Anik sudah memiliki banyak 
pelanggan, usaha yang baru dirintis sekitar 7 tahun itu berada di 
Dukuh Tegalan tepatnya di sampimg jalan utama desa. 
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c. Penggilingan Bapak Ikhwan 
Dari kesemua penggilingan di desa Bulurejo, penggilingan 
milik bapak Ikhwan merupakan penggilingan terbesar, letaknya 
yang berada di tengah-tengah sawah dukuh Triyan menjadikan 
penggilingan ini ramai dikunjungi oleh petani yang hendak 
menggilingkan gabahnya. Tentunya perlu modal lebih bagi pak 
ikhwan untuk mengembangkan usahanya. Terbukti sudah 9 tahun 
usahanya dengan sudah pindah tempat usaha yang dulu, sekarang 
sudah membangun penggilingan sendiri. 
 
B. Mekanisme Akad Penggilingan Padi Di Desa Bulurejo Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten 
1. Tahapan Proses Penggilingan Padi 
Sebelum digiling, gabah dibersihkan dulu dari sisa kotoran (jerami, 
kerikil, tanah, dll) agar tidak mengurangi kapasitas giling dan merusak 
alat pengiilingan. Secara umum proses penggilingan untuk jadi beras 
berkualitas dilakukan dengan 3 tahap, yaitu proses pemecahan 
kulit  atau sekam gabah, penyosohan beras pecah kulit, dan grading. 
a. Proses pecah kulit / sekam gabah 
Mesin pemecah kulit sering disebut huller atau husker. 
Bahan baku input ke mesin ini adalah gabah kering giling dan 
keluarannya disebut dengan beras pecah kulit. Tipe mesin ini 
biasanya menggunakan rubber roll, dimana prinsip kerjanya 
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memecah kulit gabah dengan cara memberikan tenaga tarik 
akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet 
yang berhadapan. Persentase gabah terkupas, beras patah dan 
beras menir tergantung dari kerapatan dari settiingan 
kelenturan silinder karet ini. 
b. Proses penyosohan beras pecah kulit 
Selanjutnya beras pecah kulit akan dimasukkan ke dalam 
mesin sosoh / mesin pemutih. Mesin ini akan 
mengikis aleuron (kulit ari). Di mesin ini aleuron akan menjadi 
dedak. Biasanya proses penyosohan ini berlangsung 2 kali. 
Penyosohan pertama menghasilkan kikisan beras yang bernama 
dedak, dan penyosohan kedua bernama bekatul. Hasil dari 
mesin ini adalah beras putih.
70
 
c. Pemolesan 
Gabah pecah kulit yang sudah disaring kemudian diolah 
dengan mesin polisher yang berfungsi untuk menghasilkan 
beras yang sudah bersih dari lapisan kulit ari atau dedak dan 
mempunyai warna putih cerah sehingga lebih menarik. Proses 
polisher beras dilakukan dengan menggunakan mesin ichi yang 
digerakan oleh mesin diesel. Proses pemolesan dengan mesin 
memerlukan proses berulang-ulang sehingga diperoleh beras 
putih cerah. 
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 Chandra Tama, 2015, Mengenal Proses Pasca Panen Menjadi Beras, 
wwww.berkahnandur.id diunduh tanggal 16 juli 2018, jam 01.02 WIB 
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Berikut bagan proses penggilingan padi hingga menjadi beras: 
 
2. Hasil akhir penggilingan padi 
 Tujuan awal menggilingkan padi ialah memperoleh beras yang 
bersih dari kotoran dan kulit yang tidak bisa dimakan, yang kemudian 
beras itu dapat dimakan dan diperjual belikan. Namun sisa hasil 
penggilingan padi adalah berupa sekam, dedak, dan bekatul. Jadi 
ketiganya merupakan lapisan pembungkus beras yang tersendiri dan 
tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Dedak padi dan bekatul 
sama-sama berasal dari limbah penggilingan padi. Penggilingan padi 
dapat menghasilkan beras giling sebanyak 65% dan limbah hasil 
gilingan sebanyak 35%, yang terdiri dari sekam 23%, dedak dan 
bekatul sebanyak 10%, untuk yang lainnya berupa kotoran. 
a. Berambut atau Sekam : 
 Gabah padi memiliki tiga lapisan kulit yang membungkus 
beras. Yaitu yang paling luar, yang memiliki bentuk keras dan 
tajam, kita menyebutnya sekam. Biasanya karena sekam terlalu 
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keras dan tajam, maka sekam tidak dapat dijadikan sebagai pakan 
ternak, dan biasanya hanya dijadikan sebagai alas lantai kandang.
71
 
b. Dedak : 
 Selanjutnya pada lapisan pembungkus yang kedua 
adalah dedak, meskipun teksturnya kasar, tetapi masih bisa 
dijadikan sebagai pakan hewan ternak, khususnya unggas, sapi, dan 
kambing.  
c. Bekatul 
 Lapisan terakhir adalah bekatul, biasanya bekatul ini terpisah 
pada proses penyosohan yang ketiga. Apabila dilihat teksturnya 
bekatul lebih halus. Pada dedak padi masih terdapat rambut atau 
kulit padinya, sedangkan pada bekatul tidak ada. Apabila direndam 
dengan air, Hampir keseluruhan bekatul akan tenggelam didalam 
air, sedangkan pada dedak padi ada bagian-bagian kulit yang 
terapung. Serta harga dedak dan bekatul tentu berbeda. 
 Ada beberapa tempat penggilingan padi di indonesia yang 
tidak memisahkan antara dedak padi dan bekatul, karena alat 
penggilingan padi tidak memisahkan antara dedak dan bekatul 
maka umumnya dedak dan bekatul bercampur menjadi satu dan 
disebut dengan dedak atau bekatul saja.
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d. Beras 
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 Adalah hasil utama yang diinginkan petani, beras dihasilkan 
dalam proses pengeringan gabah, pemecahan kulit dan penyosohan 
serta oemolesan untuk menghasilkan beras yang bersih. 
3. Akad yang dilakukan antara penggilingan dengan petani 
Ada 3 (tiga) tempat penggilingan padi di desa Bulurejo yang masih 
beroprasi dengan sistem yang berbeda. Praktek pengiilingan padi dari 
petani ke tempat pengilingan sudah menjadi hal yang biasa terjadi 
setiap habis panen terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas 
adalah petani, khususnya di desa Bulurejo Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten yang menjadi objek dalam penulisan ini. 
Sebelum menginjak pada proses akad yang dilakukan masing-
masing penggilingan, penulis perlu menegaskan bahwa hasil sisa dari 
gabah yang berupa sekam, dedak dan bekatul hanya bekatul yang 
menjadi komoditas perdagangan. Ini berarti hanya bekatul yang sering 
diperjual belikan, karena memang sekam jarang sekali ada yang 
membutuhkan jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa sekam dianggap 
sampah dan tidak dibutuhkan. Sedangkan dedak sendiri karena 
teksturnya yang kasar  berbeda dengan bekatul sering kali dicampur 
dengan bekatul untuk meningkatkan komposisi dari bekatul.  
Akad yang dilakukan di beberapa tempat berbeda,maka dari itu 
penulis mencoba mengurainya masing-masing: 
a. Penggilingan milik Ibu Sugeng 
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Dalam penyelepan gabah di tempat ini memiliki prosedur 
sebagaimana yang telah dilakukan sejak berdirinya yaitu harga 
untuk melakukan penggilingan padi ini adalah Rp. 200 per 
kilogram beras. Dalam hal ini juga berlaku bahwa bila bekatul 
dibawa pulang itu berarti membeli bekatul dari Ibu Sugeng 
seharga Rp. 2.600 per kilogram bekatul. Menurut pengakuan 
ibu Sugeng selaku pemilik penggilingan bahwa petani biasanya 
langsung memberikan gabah dengan ucapan “nyelepke bu..” itu 
berarti petani sudah mengetahui dan menyetujui atas kisaran 
harga tersebut.
73
 
Maka dalam hal ini ibu Sugeng menerapkan konsep Ijarah 
dengan pembayaran upah dengan uang senilai Rp. 200 per 
kilogram beras yang dihasilkan. Sewa jasa yang dilakukan ibu 
sugeng dengan petani berupa manfaat dari alat penggilingan 
padi, dan petani membayar sewa jasa atas alat yang dimiliki 
penggilingan. 
b. Penggilingan milik Ibu Anik 
Berbeda dengan Ibu Sugeng, ibu Anik menetapkan 
prosedur yang berbeda dengan mekanisme harga yang berbeda. 
Apabila bekatul dibawa pulang maka harganya Rp. 300 per 
kilogram, jika bekatul tidak dibawa pulang (menjadi milik 
penggilingan) maka harga lebih murah sebesar Rp. 200 per kilo 
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gram. Ini berarti petani bisa memilih antara harga untuk bekatul 
yang dibawa pulang atau tidak.
74
 
Sama halnya dengan ibu Sugeng, ibu Anik menerapkan 
juga sistem ijarah (sewa jasa) namun dengan mekanisme harga 
yang berbeda. Di selepan bu Anik menganggap bahwa bekatul 
memiliki nilai ekonomis, maka dia memberikan opsi kepada 
petani yang menginginkan gabahnya bisa dibawa pulang 
dengan harga penggilingan yang lebih besar sabagai 
kompensasi dari nilai jual bekatul.  
c. Penggilingan milik bapak Muhammad Ikhwan 
Pendirian penggilingan padi di tempat bapak Ikhwan 
sebenarnya peruntukkan awalnya hanya digunakan untuk 
dirinya sendiri bukan untuk umum/petani lain. Namun seiring 
berjalannya waktu ada beberapa petani yang menggilingkan 
padinya di tempat pak Ikhwan, sementara itu pak Ikhwan juga 
tidak menolak bila petani lain menggilingkan padinya di 
tempatnya.  
Harga untuk menggilingkan gabah adalah Rp. 500 per 
kilogram, lebih mahal memang dari lainnya tapi dengan 
kualitas padi yang lebih bersih. Karena memang peruntukan 
awal penggilingan ini hanya untuk pribadi, tidak banyak petani 
yang menggilingkan gabahnya di tempat ini. Tapi cukup 
                                                          
74
 Anik, Pemilik Penggilingan Padi di Desa Bulurejo , Wawancara Pribadi, PadaTanggal 
14 Mei 2018, jam 10.30 – 11.00 WIB 
61 
 
 
banyak pelanggan beliau yang membeli bekatul maupun 
dedaknya.
75
 
Tidak jauh berbeda dengan penggilingan sebelumnya. 
Dalam penggilingan pak Ikhwan juga menerapkan system 
ijarah (sewa jasa) atas alat penggilingan yang digunakan 
mengubah gabah menjadi beras. 
Maka dengan memperhatikan proses akad yang terjadi, akad yang 
digunakan masing-masing penggilingan ialah akad sewa jasa. Dalam 
ha ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk menjadikan 
padinya menjadi beras dengan memisahkan sekam, dedak, dan 
bekatulnya. 
4. Status kepemilikan sisa hasil penggilingan berupa sekam, dedak, 
dan bekatul 
 Untuk menentukan kepemilikan sisa hasil penggilingan perlu 
adanya pernyataan dari pemilik penggilingan dan kesaksian atau 
komentar daripada petani yang keduanya sebagai subjek dari masalah. 
Maka dalam penyajian data juga penulis berusaha menayakan satu per 
satu karena memang objeknya dibeberapa tempat dan telah dijelaskan 
di sub bab sebelumya mekanisme dari penggilingan yang juga berbeda.  
 Juga telah dijelaskan diawal bahwa sekam dan dedak sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat (‘Urf) bahwa sekam tidak menjadi 
komoditas karena ini cenderung tidak dibutuhkan petani maka 
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diambillah sekam oleh penggilingan. Begitu pula dengan dedak, dalam 
pandangan masyarakat dedak ini dianggap sama dengan bekatul, 
padahal jelas berbeda, dedak keluar pada penyosohan yang pertama 
dengan tekstur kasar dan penuh serat, harga jual pun rendah, berbeda 
dengan bekatul yang halus dan sedap baunya. Kadang penggilingan 
mencampurnya dan inilah yang menjadi kebiasaan, meskipun pada 
beberapa tempat penggilingan tetap memisahkan antara dedak dan 
bekatul dengan harga jual yang berbeda pula. Fokus kita kepada jual 
beli bekatul saja. 
1. Penggilingan milik Ibu Sugeng 
Sekam dedak dan bekatul menjadi milik 
penggilingan/selepan. Menurut kesaksian beliau jarang sekali ada 
pelanggan yang membawa pulang bekatulnya karena memang 
bekatul menjadi milik dari tempat penggilingan ini. Sudah menjadi 
kebiasaan dan pembenaran kalau di tempat ini bekatulnya menjadi 
milik penggilingan. Beberapa pelanggan beliau seperti ibu Surip 
memberikan penuturan bahwa sudah lama menyelepkan di tempat 
bu Sugeng karna murah dan cepat. “Untuk persoalan bekatul dia 
tidak menjadi masalah karena juga tidak terlalu membutuhkan. 
Apabila katulnya diambil kan sama aja, biayanya malah tambah 
nanti”76 
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Adapun jika petani menginginkan bekatul harus membayar 
sejumlah harga. Harga bekatul yang dijual ibu Sugeng adalah 
Rp.3000 per kilogram. Dipastikan memang telah terjadi hukum 
yang berkesinambungan atau menjadi adat nya petani 
menggilingkan padi di tempat bu Sugeng bekatulnya tidak di bawa 
atau menjadi miilik penggilingan dan mereka ridho dengannya. 
Dan ini menyebabkan konsep hokum al-urf lah yang berlaku 
disana. 
2. Penggilingan milik Ibu Anik  
Di penggilingan bu Anik karena memiliki opsi, bekatul 
dapat dimiliki petani dengan harga penggilingan yang lebih mahal. 
Yaitu seharga Rp.300 perkilo gram beras yang  di gilingkan. Jika 
bekatul ditinggal maka harga selepan pun menjadi lebih murah 
sebesar Rp.200 per kilogram beras. Oleh karena ibu Anik 
menerakan harga yang berbeda terhadap sisa hasil padi, tentu 
bukan „urf yang dipakai, melainkan system Ujrah.  
Ujrah (upah) didasarkan pada dua hal, yang pertama uang 
murni pada nilai Rp.300 untuk kompensasi bekatul yang dibawa. 
Berarti bekatul dihargai Rp.100 perkilogram gabah yang 
digilingkan. Dan nilai yang kedua sebagai ujrah adalah bekatul itu 
sendiri ditambah biaya Rp. 200. Karena bekatul memiliki nilai 
maka harga selepan menjadi murah. 
3. Penggilingan milik pak Ikhwan 
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Sama halnya dengan selepan ibu Sugeng, mekanisme 
penggilingan padi dengan sisa hasil penggilingan menjadi milik 
tempat penggilingan. Sedangkan apabila petani ingin membawa 
pulang bekatulnya ialah dengan membayar bekatul sebesar Rp. 
3000 per kilogram bekatul yang murni tanpa campuran dedak. Jadi 
mekanisme pemilikan menggunakan al-„urf karena telah menjadi 
aturan yang dibenarkan dan juga menjadi kebiasaan. 
 Pak Anas Arifin sebagai pelanggan di selepan pak Ikhwan 
menuturkan “sudah biasa seperti ini dan saya terima beras saja, 
disini lebih dekat dengan sawah saya”. Para pelanggan pak Ikhwan 
memang lebih memilih menggilingkan padinya di tempat pak 
Ikhwan karena posisi tempat penggilingan berada di tengah 
sawah.
77
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A.  Analisis Akad Yang Dilakukan Antara Penggilingan Padi Dengan 
Pelanggan di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 
Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk 
mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup 
layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada 
saat itu orang-orang tidak peduli lagi darimana harta dia dapatkan.
78
 
Sebagaimana Islam agama yang telah sempurna hukum-hukumnya 
telah mengatur bagaimana cara kita memperoleh harta yang baik lagi halal 
sebagaimana dalam firmannya:  
 ٰىياىهُّػيىأ  ىلأٱ فِ اَّمّ ٍاويليك يساَّنلٱ رلاٰىل ىح ًض ابّْيىط  ىلاىك  ٍاويعًبَّتىػت  ًتٰىويطيخ  يوَّنًإ ًنٰىطيَّشلٱۥ ميكىل  ّّكيدىع  هينًبُّم 
(٩٦٣)  
Artinya : 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu”. (Al-Baqarah: 168)79 
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Akad yang terjadi pada proses penggilingan padi di desa Bulurejo 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terdapat dua akad yang sebenarnya 
hampir sama. Ini terjadi karena akad sewa jasa yang biasa dilakukan 
sebagai upah penggilingan didasarkan pada pembayaran dengan uang, atau 
komoditas yang bernilai dengan bekatul. Karena di dua tempat 
penggilingan menjadikan sisa hasil penggilingannya otomatis milik 
penggilingan, sedangkan yang satu menawarkan dengan pembayaran 
dengan nilai yang berbeda. 
Pemilik penggilingan melakukan akad sewa jasa (ijarah) kepada 
pelanggan atau pemilik padi.  Perlu adanya akad untuk menentukan hak 
dan kewajiban masing-masing. Serta suatu akad tidak akan terjadi bila 
tanpa ijab dan qabul. Pengamatan yang dilakukan penulis bahwa petani 
yang hendak menggilingkan padinya biasanya langsung membawa 
gabahnya serta berkata “nyelepke pak” dan dijawab “oh ya” atau bahkan 
tanpa akad, ini karena sudah menjadi kebiasaan bila petani datang 
membawa gabah pasti minta untuk digilingkan. Untuk mengetahui sah 
tidaknya suatu akad perlu kita mengetahui rukun dan syarat akad tersebut. 
Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai 
landasan sesuatu yang merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu 
itu.
80
 Akad terdiri dari aqidain (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat 
akad), maudlu‟ul aqad (obyek akad) dan rukun-rukun akad.81 
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Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menyikapi akad. Ulama 
Mazhab Hanafi pihak-pihak yang berakad dan obyek akad tidak termasuk 
dalam rukun akad, tetapi masuk dalam syarat akad. Adapun ulama yang 
menyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad dan obyek yang berakad 
tidak termasuk dalam syarat akad meskipun tidak juga dapat disebut 
sebagai arkanul aqad (rukun akad), tetapi termasuk muqawwimat aqad 
(sendi-sendi akad).
82
  Analisis berdasarkan akad yang terjadi sebagai 
berikut: 
a. Dua pihak yang berbeda, baik dua orang ataupun seseorang dengan 
beberapa orang. Pihak yang berakad bisa berarti orang itu sendiri 
yang melakukan akad atau wakilnya. 
Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah mensyaratkan orang 
yang berakad harus berakal 
83
dan dapat membedakan (memilih). 
Akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum dapat 
membedakan tidak sah, sedang akad anak kecil yang sudah dapat 
membedakan dinyatakan sah hanya saja sahnya tergantung kepada 
walinya. 
Akad yang dilakukan pihak pemilik penggilingan padi dengan 
pemilik padi merupakan orang yang berakal juga dewasa, serta dalam 
keadaan sadar dalam melakukannya tanpa paksaan. Selain itu adanya 
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keridhoan dari masing-masing pihak untuk melakukan akad 
menjadikan rukun aqidain ini sah dan terpenuhi. 
b. Mahal aqad atau ma‟qud alaih (obyek akad), yaitu sesuatu yang 
menjadi berubah hukumnya dengan akad tersebut. Tentunya objek 
akad ini tidak lain adalah gabah itu sendiri.  
c. Maudhu aqad, yaitu tujuan dari akad tersebut. Maksud dan tujuan 
menggilingkan gabah adalah membersikannya dari kulit sekam serta 
kulir pembungkus dalamya (dedak dan bekatul) agar menjadi beras 
yang layak konsumsi. Perlu juga menetapkan kepemilikan atas sisa 
hasil penggilingan yang nantinya akan menjadi milik dari salah satu 
pihak berdasarkan kesepakatan. 
d. Ijab dan kabul, adanya ijab dan kabul yang biasa terjadi seperti kata 
“nyelepke pak” itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk 
menggilingkan padinya.  
Kita beralih pada pelaksanaan syarat-syarat akadnya. Ada dua macam 
syarat akad, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus. Syarat 
secara umum artinya syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam 
segala macam akad. Sedangkan syarat secara khusus artinya syarat yang 
disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad dan tidak dalam sebagian 
lainnya.
84
 
Sebenarnya, ada akad yang dikhususkan untuk beberapa syarat, atau 
boleh juga dengan perkataan syarat-syarat idlafiah (syarat-syarat 
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tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya 
saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tak boleh adanya ta‟liq dalam 
aqad mu‟awadlah dan aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah.  
Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat 
ialah
85
 
a. Ahliyatul „aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat). 
b. Qabiliyatul mahallil aqdi hukmihi (yang dijadikan obyek akad, dapat 
menerima hukumnya). 
c. Al wilyatus syari‟iyahfi maudlu‟il Aqdi (akad itu diizinkan oleh 
orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksakannya, 
walaupun dia bukan si aqid sendiri). 
d.  Alla yakunal „aqdu au maudlu‟uhu mamnu‟an binashsin syar‟iyin 
(janganlah akad itu akad yang dilarang syara‟).  
e. Kaunul „aqdi mufidan (akad itu memberi faedah). 
f.  Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu‟il qabul (ijab ini berjalan terus, 
tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Apabila di mujib menarik 
kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijabnya. 
g. Ittihadu majlisil „aqdi (bertemu di majlis akad). Jika tidak bertemu 
maka harus ada yang menunjukkan adanya akad tersebut. 
Syarat objek akad  
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Objek adalah barang yang diperjual belikan. Agar sesuatu akad 
dipandang sah, maka diperlukan syarat sebagai berikut:
86
 
a. Telah ada pada waktu akad diadakan  
Menurut pendapat fuqaha barang yang belum wujud tidak 
dapat menjadi objek akad karena hukum dan objek hukum tidak 
mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Gabah 
adalah barang yang sifat dan keadaanya berwujud serta dapat 
diketahui. Juga pada proses akad, gabah yang akan digiling telah 
berada ditempat penggilingan. 
b. Dapat menerima hukum akad 
Dalam akad sewa jasa barang yang disewakan harus 
merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad 
jual beli. Akad sewa tidak dapat dilakukan terhadap benda mubah 
yang belum menjadi milik seorang pun sebab benda mubah masih 
menjadi hak semua orang untuk menikmatinya. 
c. Dapat ditentukan dan diketahui  
Ketidakjelasan objek akad akan menimbulkan sengkata 
kemudian hari. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu 
objek akad itu sudah tepenuhi atau belum, adat kebiasaan (urf) 
mempunyai peran penting. Yang terpenting adalah tidak 
mengabaikan prinsip tegaknya keadilan dalam muamalat.  
d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi  
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Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, 
tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. 
Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, 
objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di 
bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Beras dan 
sisa hasi penggilingan dapat langsung dikuasai dan dapat diambil 
manfaatnya. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Sekam, Dedak, 
Dan Bekatul Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Bulurejo 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 
Sekam dedak dan bekatul merupakan sisa hasil penggilingan padi 
yang mempunyai nilai komoditas sebagai sebuah harta. Hanya saja sekam 
tidak begitu dibutuhkan sehingga petani lebih memilih untuk 
membuangnya daripada menyimpannya. Yang terjadi adalah kepemilikan 
atas dedak dan bekatul yang menjadi perhatian. Dua barang ini 
mempunyai nilai guna di masyarakat. Bisa digunakan sebagai pakan tenak, 
makanan tradisional, bahkan menjadi obat herbal untuk beberapa macam 
penyakit. 
Penyebutan nama “katul” itu sendiri dalam pandangan masyarakat 
bertumpu pada dedak dan bekatul. Meskipun dedak dan bekatul 
merupakan hal yang berbeda. Tetapi di kalangan msayarakat sering 
mencampur dedak dan bekatul ini menjadi satu dan dinamai dengan 
“katul”, tapi ada juga selepan yang tidak mencampurnya seperti di selepan 
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pak Ikhwan di desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yang 
membedakan dedak dan bekatul secara keseluruhan.  
Pada dasarnya kepemilikan awal daripada sisa hasil penggilingan 
padi adalah milik petani, ini berdasarkan pada aspek Al-Milk At-Tamm 
yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik 
memiliki hak mutlak  atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan 
transaksi, investasi, atau hal lainnya. 
Maka atas dasar itu seorang petani boleh melakukan apapun atas 
hartanya berupa sisa hasil penggilingan bahkan memilikinya. Sedangkan 
pihak penggilingan hanya berhak mendapatkan upah atas hasil jasa 
penggilingannya. 
Atas dasar praktek akad sewa jasa yang dilakukan pada proses 
penggilingan padi, maka suatu akan pasti akan menimbulkan syarat dan 
rukun serta hak dan kewajibannya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun 
ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-
Ijarah, al- Isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama, 
rukun ijarah ada empat (4), yaitu:87 
e. „Aqid (orang yang berakad yaitu mu’jir dan musta’jir). 
f. S}igat akad. 
g. Ujrah (upah). 
h. Manfaat. 
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Antara kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan uang 
yang telah ditentukan. Ujrah (upah) dalam pembayaran sewa jasa 
penggilingan adalah berupa uang dan bekatul itu sendiri. Disyaratkan 
diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa 
maupun dalam upah mengupah.
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Pada penggilingan padi milik bu Sugeng dan pak Ikhwan menetapkan 
upah pembayaran sewa dengan harga rupiah atau dengan nilai uang, 
sedangkan milik dari sisa hasil penggilingan menjadi milik heler. Maka ini 
telah menjadi ketetapan suatu akad dalam sewa jasa. Perlu adanya 
ketegasan di awal akad mengenai hal-hal yang akan terjadi setelahnya. 
Berbeda halnya dengan penggilingan milik bu Anik yang menawarkan 
opsi berbeda untuk pembayaran sewanya. Beliau menetapkan harga yang 
berbeda bila bekatul menjadi milik petani dengan harga sewa yang lebih 
mahal. Ini berarti ibu Anik menetapkan bahwa bekatul mempunyai nilai 
jual dan dapat menjadi opsi sebagai pembayaran juga. Ujrah atau upah 
didasarkan juga kepada bekatul itu sehingga apabila pemilik gabah tidak 
mengambil bekatulnya, tentu ongkos sewa menjadi lebih murah. 
Penggunaan nilai sewa berupa uang ataupun barang dibolehkan saja 
selama ada kerelaan dari masing-masing pihak. Menurut Imam Syafi‟i dan 
Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir 
menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima 
bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya. 
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Rasulullah bersabda: 
 ُهَرْجأ َر ْ يِجلأااُوطُعأ  ْب َق َل  ْنَا  َّفِجَّي  ُو ُقُرُع 
 Artinya :  
“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”89 
Maka bila ditarik kesimpulan yang berdasarkan teori Al-Milk At-
Tamm dan ijarah, diperoleh hasil kepemilikan sekam dedak dan bekatul 
seharusnya menjadi milik petani karena pihak penggilingan hanya berhak 
menerima upah jasa penggilingannya saja. Tentunya bila dikehendaki 
kepemilikannya dapat berpindah tangan dengan beberapa catatan. Opsi 
harga upah penggilingan padi yang dilakukan ibu Anik lebih transparan 
dan sesuai dengan peruntukannya. 
Sebuah akad juga berimbas pada kepemilikan harta yang 
menyangkut pada objek akad seperti halnya sisa hasil penggilingan padi. 
Bekatul yang merupakan hasil sisa olahan gabah diklaim menjadi milik 
penggilingan karena dasar sudah biasa dilakukan. Hal yang ingin penulis 
garis bawahi disini adalah kebiasaan yang sudah lazim dan biasa dilakukan 
dari pemilik gabah. Dalam hal ini berlaku kaidah hukum al-‘urf dan hibah 
yang menjadi standar. 
Seperti yang disebut diatas, bahwa al-‘urf  dijadikan patokan dasar 
penentu kepemilikan. Sebagian besar ulama yang menggunakan 
„Urf sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam 
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menggunakan al-Urf  sebagai sumber hukum, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
e. ‘Urf  itu harus termasuk ‘Urf  yang shahih, tidak bertentangan dengan 
al-Quran atau As-Sunnah. jika bertentangan, seperti kebiasaan orang 
minum khamer, riba,berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan 
yang lainnya maka tidak boleh diterapkan. 
f. ‘Urf  itu harus bersifat umum, adat kebiasaan tersebut sudah menjadi 
tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. jika 
hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu 
maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum. 
g. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap 
adat tersebut. jika adat suatu negri mendahulukan sebagai mahar dan 
menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk 
membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka 
yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua 
belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang 
sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya. 
h. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu 
berlangsung. adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum 
permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang 
baru lahir setelah permasalahannya muncul.
90 
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Bila ini didasarkan pada adat istiadat yang telah terjadi di 
masyarakat akan ada ketimpangan pada petani yang mulai menyadari nilai 
ekonomis dari bekatul. Pasalnya para petani hanya dapat mengikuti aturan 
yang sudah berlaku di masyarakat tanpa diberikan opsi untuk memilih dan 
mempertahankan haknya. Adapun pemberian pemilik gabah berupa 
sekam, dedak dan bekatul ini merupakan hibah dalam bentuk barang. Ada 
beberapa bentuk pemberian selain hibah: 
e. Sedekah yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengganti 
dan hal ini dilakukan semata ingin memperoleh ganjaran (pahala) 
dari Allah swt. 
f. Ibraa’  yaitu menghibahkan utang kepada pihak yang berutang. 
g. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan 
ketika masih hidup dan baru diberikan setelah orang yang berwasiat 
itu meninggal. 
h. Hadiah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa 
adanya pengganti dengan maksud memuliakan.
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Maka yang dapat disimpulkan dari kepemilikan harta berupa sisa 
hasil penggilingan yaitu sekam, dedak dan bekatul, hibah dapat dijadikan 
landasan atas dasar pemberian sukarela dengan wujud hadiah pemilik 
gabah kepada huller.  
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan  
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-
bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara garis besar, pelaksanaan akad pada penggilingan padi di desa 
Bulurejo menerapkan sistem ijarah (sewa jasa) dengan upah berupa 
nilai uang pada dua tempat penggilingan, selain itu juga pemilik 
penggilingan juga menerima sisa hasil penggilingan berupa sekam 
dedak dan bekatul karena sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. 
Sedangkan pada satu tempat penggilingan yaitu milik Ibu Anik juga 
menerapkan sistem Ijarah, namun berbeda karena memiliki opsi untuk 
menyimpan bekatul, harga upah bekatul yang dibawa pulang dengan 
yang diambil tentu berbeda. Artinya ibu Anik menganggap bahwa 
bekatul memiliki nilai jual dan berpengaruh dengan nilai upah yang 
akan diterapkan. 
2. Kepemilikan yang sebenarnya dari sisa hasil penggilingan padi adalah 
milik petani dan pihak penggilingan padi hanya berhak menerima upah 
jasa penggilingan saja. Namun kenyataanya banyak pihak 
penggilingan yang mengklaim sisa hasil penggilingan menjadi 
miliknya atas dasar kebiasaan yang telah berlaku lama. Perpindahan 
kepemilikan sisa hasil penggilingan hanya bisa dilakukan dengan 
beberapa catatan. Pertama, adanya kerelaan hati dari petani, atau 
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kedua, pihak penggilingan menghargai nilai dari sisa hasil 
penggilingan dengan menetapkan harga yang berbeda atas upah 
penggilingan. Penggilingan ibu Anik yang menetapkan opsi harga 
penggilingan padi dengan memilih bekatul dibawa pulang dengan 
harga upah yang lebih mahal atau ditinggal dengan harga yang lebih 
murah menjadi pertimbangan dan transparansi pihak penggilingan 
yang lebih aman dan sesuai hukum islam. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan 
saran kepada para pihak sebagai berikut: 
1. Kepada pemilik selepan untuk memberikan pengertian dan 
penyuluhan terhadap pelanggannya terkait 
2.  upah pembayaran dan kepemilikan sisa hasil penggilingan padi. 
3. Kepada petani atau pemilik gabah yang menggilingkan padinya agar 
menanyakan lebih dahulu dan memperhitungkan dengan baik harga 
upah yang akan dibayarkan. Serta memberikan transparasi dan 
memberi opsi atas upah penggilingan. 
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Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Tanggal : 14 Mei 2018 
Waktu  : 10.30 – 11.00 WIB 
Narasumber : Ibu Sugeng 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi di Desa Bulurejo Dukuh Gelonsari 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 14 Mei 2018 
Waktu  : 11.00 – 11.30 WIB 
Narasumber : Anik 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi di Desa Bulurejo Dukuh Tegalan 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 16.00 – 16.30 WIB 
Narasumber : Muhammad Ikhwan 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi Padi di Desa Bulurejo Dukuh Tiryan 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 16.00 – 16.30 WIB 
Narasumber : Surip  
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sugeng, 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Karyo 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Bu Sugeng 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 17.00 – 17.30 WIB 
Waktu  : 12 Juli 2018 
Narasumber : Anas Arifin 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan pak Ikhwan 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Suparjo 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan pak Ikhwan 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Ahmad 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan bu Anik 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Sigit 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan bu Anik 
 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 14 Mei 2018 
Waktu  : 10.30 – 11.00 WIB 
Narasumber : Ibu Sugeng 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi di Desa Bulurejo Dukuh Gelonsari 
 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
Jawaban: sudah lama mas, 2010 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
Jawaban: petani biasanya langsung memberikan gabah dengan ucapan 
“nyelepke bu.” Lalu kita gilingkan di mesin. Nanti keluar kulit (sekam), 
terus giling yg pertama namanya dedak, yang kedua namanya katul, 
biasanya katul sudah bersih dan lebih lembut 
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
Jawaban: Rp. 200/kilo beras 
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
Jawaban: jadi milik sini mas. 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
Jawaban: kalau disini katulnya tidak bisa dibawa pulang 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
Jawaban: Rp. 2600/kilo katul 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
Jawaban: sudah dari lama mas 
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
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Jawaban : enggak. Karena biasa mereka juga respon biasa aja karna sudah 
jadi kebiasaan. 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 14 Mei 2018 
Waktu  : 11.00 – 11.30 WIB 
Narasumber : Anik 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi di Desa Bulurejo Dukuh Tegalan 
 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
Jawaban: baru mas, 2015 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
Jawaban: seperti biasanya mas, bawa gabah langsung minta selep PK 
(pecah kulit) dulu,  kulit (sekam), kemudian di giling sampai halus lalu 
keluar katulnya. 
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
Jawaban: Rp. 200/kilo beras 
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
Jawaban: tergantung petani milih mau dibawa pulang atau di tinggal 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
Jawaban: katul dibawa pulang harganya beda mas, Rp. 300/kilo 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
Jawaban: Rp. 2500/kilo katul 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
Jawaban: kalau sini kan milih mau dibawa pulang atau disimpen 
penggiling, ya jadi terserah petaninya, memang hal ini biasa di daerah saya 
baru-baru ini saja 
8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
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Jawaban : pernah, ya tentang milih katulnya dibawa pulang atau ditinggal, 
makanya harga selepnya beda. 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 16.00 – 16.30 WIB 
Narasumber : Muhammad Ikhwan 
Jabatan : Pemilik Penggilingan Padi Padi di Desa Bulurejo Dukuh Tiryan 
 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri? 
Jawaban: usaha sudah lama sejak 2004, Cuma baru pindah di tempat ini 
(tempat baru) baru sekitar 2010. 
2. Bagaimana proses penggilingan padi di sini? 
Jawaban: ada tiga proses. Pertama gabah dipisahkan dari kulitnya, 
namanya beras PK (pecah kulit), setelah itu di giling sehingga 
menghasilkan dedak dan beras yg blum bersih, dan digiling lagi 
menghasilkan beras bersih dan bekatul. Cuma kalau mau beras lebih putih 
biasanya di poles dulu biar putih.  
3. Berapa upah penggilingan gabah per kilo? 
Jawaban: Rp. 500/kilo  
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi milik petani atau 
penggiling/heleer? 
Jawaban: jadi milik penggiling. 
5. Berapakah upah penggilingan jika bekatul dibawa pulang? 
Jawaban: disini tidak bisa dibawa pulang, kalau bawa pulang ya harus 
bayar katulnya. 
6. Berapa harga jual bekatul disini? 
Jawaban: Rp. 3000/kilo 
7. Apakah kebiasaan ini (bekatul menjadi milik penggilingan) sudah 
berlangsung lama? 
Jawaban: sudah semenjak saya buka pertama 
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8. Apakah petani pernah menyinggung tentang hal ini?  
Jawaban : tidak pernah 
 
 
 
LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 16.00 – 16.30 WIB 
Narasumber : Surip  
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Ibu Sugeng, 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : sudah lama 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : ya udah jadi kebiasaan disini gitu 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : saya ikhlaskan saja mas, tidak menjadi masalah karena juga 
tidak terlalu membutuhkan. Apabila katulnya diambil kan sama aja, 
biayanya malah tambah nanti. 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Karyo 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan Bu Sugeng 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : nggeh sudah bertahun-tahun mas 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : tidak apa-apa mas, udah jadi ketentuan sini 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : tinggal saja mas, butuhnya cuma beras 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Anas Arifin 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan pak Ikhwan 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : lumayan lama mas 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : sudah biasa seperti ini dan saya terima beras saja, disini lebih 
dekat dengan sawah saya. 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : sebenernya milih dibawa pulang, Cuma gk bisa, kan lumayan 
buat pakan ayam dirumah. 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Suparjo 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan pak Ikhwan 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : sudah lama 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : nggeh tidak ada masalah apa-apa 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : milih bawa pulang ya nanti sama saja bayar 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 12 Juli 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Ahmad 
Jabatan : Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan bu Anik 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : kisaran 5 tahunan mas 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : disini murah mas, bisa dibawa pulang juga 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : ya milih dibawa pulang mas, harganya juga gk terlalu mahal. 
Kalau beli katulnya sendiri malah itungannya mahal. 
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LAPORAN PENELITIAN 
(Hasil Wawancara) 
 
Tanggal : 29 Agustus 2018 
Waktu  : 17.00 – 17.30 WIB 
Narasumber : Sigit 
Jabatan : , Petani Pelanggan Penggilingan di Penggilingan bu Anik 
 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini? 
Jawaban : baru beberapa tahun ini 
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
Jawaban : saya bisa bawa pulang katul saya, atau ditinggal dengan harga 
upah yang lebih murah 
3. Lebih memilih mana antara membawa pulang bekatul atau 
mengikhlaskannya? 
Jawaban : biasanya saya bawa pulang. 
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Gedung Penggilingan milik ibu Sugeng 
 
 
Ibu Sugeng pemilik penggilingan gabah di dukuh Gelonsari 
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Hasil selepan gabah dan pelanggan di penggilingan ibu Sugeng 
 
 
Penggilingan milik pak Ikhwan 
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Pelanggan menyelepkan di penggilingan bu Anik 
 
 
Penampakan Beras PK 
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Dedak 
 
 
 
Bekatul 
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